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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas 

limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

ini mencakup pelaksanaan Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan dan Rencana 

Pembiayaannya. 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak disusun dalam 

upaya menentukan skala prioritas penanganan permasalahan persampahan dan lingkungan 

hidup. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini 

sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan 

Hidup dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan 

prinsip-prinsip Good Environment dengan indikator yang dapat diukur. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat 

kekurangan oleh karena itu saran/masukan yang sangat kami harapkan dalam upaya 

penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pontianak yang akan datang. 

 

Pontianak, Juli 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan 

kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, danpagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai 

sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 

1(satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program 

dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Pontianak dengan tetap 

mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja memilki fungsi 

yang fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk 

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Proses penyusunan Renja 

dimulai dengan persiapan penyusunanan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan 

informasi. Menganalisa gambaran perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran 

yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, berdasarkan Renstra PD 

yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan 

kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. 

Sementara itu terkait pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup mengelola 2 jenis 

pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Laboratorium. 

Untuk pengelolaan Retriibusi Kebersihan DLH menggunakan PERDA Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Retribusi Jasa Umum dan PERWA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, sedangkan untuk dasar pengelolaan Retribusi 

Pemakaian Laboratorium berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Kota Pontianak. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pontianak mengelola Pendapatan Retribusi Kebersihan yang ditarikkan secara Tunai dan Non 

Tunai. Adapun penarikkan secara tunai diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, sedangkan 

penarikan secara non tunai dilakukan dengan transfer langsung melalui bendahara penerimaan 

DLH Kota Pontianak dan PDAM serta melakukan inovasi dengan Virtual Account, QRIS. Oleh 

karena itu keberadaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku 

institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dan 

kebersihan persampahan menjadi sangat strategis yang melaksanakan, memotivasi, 

memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pencapaian Visi Kota dan Misi Kota Pontianak pada 

Misi Ke-3 yaitu Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan 

Lingkungan Melalui Penyediaan Infranstruktur Hijau. 
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Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai 

berikut : 

a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; 

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan 

pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan 

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD; 

c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan 

rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan penyusunan APBD; 

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian 

kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran,dantotal kebutuhan dana. 

 

 

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan 

adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan 

Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, 

RPJMD, RKA OPD, KUA dan PPAS, serta RAPBD. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas 

Lingkungan Hidup  Kota Pontianak Tahun 2026 adalah: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756). 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4275). 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573). 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323). 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402). 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312). 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Tahun 2019 Nomor 1447). 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2023 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781). 



I-5  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419). 

21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117). 

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 

192). 

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 

171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 

191. 

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 127). 

25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 

Nomor 5). 

26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 209 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025-2029; 

27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 995 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2026. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 disusun 

dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan okumen Perubahan Renja Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. 

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pontianak Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat 

pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB 

IV PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 

 

 

Menindaklanjuti KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2024 Tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil 

Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berdasarkan hasil asistensi Renja 

Tahun 2025 ada beberapa Sub Kegiatan yang tidak ada di perubahan yaitu: 

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

5. Pemantauan dan Evaluasi KLHS 

6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 

7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi 

dan Adaptasi Perubahan Iklim 

8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media 

Tanah, Air, Udara dan Laut 

9. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, 

Udara dan Laut 

10. Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

11. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat 

12. Penghentiaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

13. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam 

Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang bukan 

menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan 

Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangannya. 

15. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah 

16. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan. 

 

Adapun Sub Kegiatan yang ada di perubahan adalah : 

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
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Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor T/900.1.3/245/01/BKAD/2025 

Tanggal 4 Maret 2025 Tentang Reforcusing Anggaran Tahun 2025 berikut disampaikan 

Laporan Hasil Reforcusing Anggaran Tahun 2025. (Nomor 600.11/104.8/DLH_Perc Tanggal 

07 Maret 2025 Tentang Penyampaian Laporan Hasil Reforcusing Anggaran Tahun 2025). 

1. Pagu Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 66.989.548.473,00 

2. Anggaran Reforcusing sebesar Rp. 1.538.625.683,00 

3. Pagu Tahun 2025 setelah reforcusing sebesar Rp. 65.450.922.790,00 
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Tabel 1 

 

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

 

 

3.1. Rencana Kerja, Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi 

organisasi yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin 

diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

 

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2024 – 2026 adalah 

Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai 

dengan Tata Ruang. Sedangkan sasaran adalah : 

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. 

2. Meningkatnya pengelolaan sampah 

 

 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator 

kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut : 

 

 

Tabel 2 

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 
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Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan 

 

Merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan memelihara 

kebersihan lingkungan serta peningkatan PAD Kota melalui peningkatan pendapatan retribusi 

kebersihan. Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah meningkatnya pendapatan retribusi kebersihan 

sesuai target yang ditentukan melalui pendaataan objek wajib retribusi kebersihan secara akurat. Dengan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dengan melakukan pemungutan retribusi 

kebersihan sampah sebagai salah satu bentuk partisipasi warga turut serta menjaga dan membangun kota 

agar tetap bersih dan indah. 

Rencana Aksi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Melalui 

Retribusi Persampahan : 

1. Melakukan Verifikasi Data Retribusi pada Usaha Jasa dan Perdagangan. 

2. Pengoptimalan Penyesuaian Reklarifikasi Tarif Retribusi terhadap wajib retribusi yang 

belum sesuai dengan Klarifikasinya menurut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 

yang berlaku, khususnya pada Usaha Jasa dan Perdagangan (Retail, Hotel, Restoran). 

3. Survey Peninjauan Kembali atas Pengenaan Retribusi yang belum sesuai dengan tarif yang 

dikenakan. 

 

Tabel 3 

TARGET PENDAPATAN 2025 
 

URAIAN PENDAPATAN APBD 2025 RANC RKPD-P 2025 

Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 

Rp. 27.801.197.000 Rp. 27.907.419.000 

Retribusi Pemakaian 
Laboratorium 

Rp. 60.000.000 Rp. 70.000.000 

Pendapatan Denda Retribusi 
Pelayanan Persampahan / 
Kebersihan 

Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 

JUMLAH Rp. 27.871.197.000 Rp. 27.987.419.000 
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3.2. Pendanaan 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 

adalah mengacu dari program yang telah ditetapkan yaitu tidak lepas dari Visi, Misi dan 

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam RPJMD 

Kota Pontianak, terdiri dari 10 Program yaitu 1 (satu) Program Penunjang dan 9 (sembilan) 

Program Pembangunan. Program dan Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran 

operasional perkantoran, sedangkan untuk kegiatan terdapat 21 Kegiatan dengan 68 Sub 

Kegiatan sebagai berikut : 

Belanja Kegiatan Urusan Sekretariat terdiri 1 program penunjang yaitu : 

 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 17.909.997.084 dengan 

jumlah kegiatan sebanyak 8 buah kegiatan dan 31 Sub kegiatan. 

 
Belanja Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup terdiri 9 program pembangunan yaitu : 

 

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 556.955.000 dengan jumlah kegiatan 

sebanyak 2 buah kegiatan dan 2 sub kegiatan. 

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar 

Rp.1.045.518.050 dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 buah kegiatan dan 8 Sub Kegiatan. 

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sebesar Rp. 236.350.000 

dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. 

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (Limbah B3) Sebesar Rp. 119.105.400 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 

buah kegiatan dan 3 sub kegiatan. 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebesar Rp. 212.801.500 dengan jumlah kegiatan 

sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan. 

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat Sebesar Rp. 707.931.400 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan 

dan 3 sub kegiatan. 

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 199.748.700 

dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 1 sub kegiatan. 

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 134.593.500 dengan 

jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan. 

10. Program Pengelolaan Persampahan Sebesar Rp. 50.432.276.533 dengan jumlah kegiatan 

sebanyak 1 buah kegiatan dan 12 sub kegiatan. 
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Total Perubahan Anggaran program yang direncanakan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4 

Anggaran Perubahan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 

 

No Program / Kegiatan Pagu Perubahan Sumber Dana 

1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

17.909.997.084 APBD 

2 Program Perencanaan Lingkungan 

Hidup Sebesar 

556.955.000 APBD 

3 Program Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

1.045.518.050 APBD 

4 Program Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati (KEHATI) 

236.350.000 APBD 

5 Program Pengendalian Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Limbah B3) 

119.105.400 APBD 

6 Program Pembinaan dan Pengawasan 

Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

212.801.500 APBD 

7 Program Peningkatan Pendidikan, 

Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan 

Hidup 

707.931.400 APBD 

8 Program Penghargaan Lingkungan 

Hidup Untuk Masyarakat 

199.748.700 APBD 

9 Program Penanganan Pengaduan 

Lingkungan Hidup 

134.593.500 APBD 

10 Program Pengelolaan Persampahan 50.432.276.533 APBD 

 Jumlah 71.555.277.167  
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Terdapat beberapa catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD yaitu : 

1. Berdasarkan Laporan Staf  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Nomor 900/104.6/DLH-

Sek/I/2025 Tanggal 07 Maret 2025 tentang Permohonan Penambahan Anggaran pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.5.704.354.000 

dengan rincian sebagai berikut : 

No Uraian Penambahan 

1 Kebutuhan BBM Rp.              1.973.628.000 

2 Sewa Alat Berat Baru untuk timbunan sampah Rp.                 563.700.000 

3 Kenaikan Harga Sewa Buldozer Rp.                 289.366.000 

4 Pemenuhan 75% Tutupan Lahan Sel Aktif Rp.             1.200.000.000 

5 Pembuatan DED Jaringan Penangkapan Gas Methan Rp.                  90.000.000 

6 Pembangunan Fisik Jaringan Penangkapan Gas Methan Rp.                900.000.000 

7 Pemindahan dari Solar ke Dexlite untuk alat berat Rp.                687.660.000 

 Total Rp.              5.704.354.000 

 

2. Penambahan Anggaran untuk Penyusunan Dokumen AMDAL SEKOLAH RAKYAT sebesar 

Rp.400.000.000 
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Tabel 5 

Perubahan Program dan Kegiatan serta Pendanaan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Perubahan Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pontianak Tahun 2025 ini disusun dalam rumusan 

program dan kegiatan yang merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 

DLH Tahun 2024-2026, identifikasi isu-isu penting bidang lingkungan hidup, keterkaitan dengan tugas 

pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak, review atas Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 

2025, Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025. 

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2025 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian 

pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, peningkatan 

pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, pelayanan kebersihan dan pengangkutan 

sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun 

usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang. Namun demikian apabila ternyata di dalam 

pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota 

Pontianak akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah 

menjadi ketugasan dan tanggung jawab DLH Kota Pontianak sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan 

seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki. 

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 

Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dengan berdasarkan azas 

perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 

2026 yang akan datang. 

 

 

 

 

Pontianak, Juli 2025 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pontianak 

 

 

 

 

Ir. Sy. Usmulyono, MT 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19671017 199703 1 002  


